
BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
NOMOR 8 TAHUN  2015

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PANGKAJENE DAN KEPULAUAN NOMOR 13 TAHUN 2004 TENTANG
PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT CITRA MAS

KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah, Penyertaan Modal Pemerintah
Daerah ditetapkan dalam peraturan daerah;

b. bahwa Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Pangkajene
dan Kepulauan pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan
Rakyat Citra Mas, belum seluruhnya ditetapkan dalam
peraturan daerah tentang penyertaan modal daerah
berkenaan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b di atas, maka perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 13
Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan
Rakyat Citra Mas.

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia
Tahun 1945

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962
Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2387);



4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan
Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995
Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4022);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dari Korupsi, Kolusi,
dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);

7. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang
Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4357);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587); Sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578 );

12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah
Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);



14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014
Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

15. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2004 Tentang Perusahaan
Daerah Bank Perkreditan Rakyat Citra Mas (Lembaran
Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2004
Nomor 13), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Nomor 7 Tahun 2013 (Lembaran darah Kabupaten
Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2013 Nomor 7).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

dan

BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2004 TENTANG
PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT
CITRA MAS KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN.

Pasal  I

Ketentuan Pasal 8 dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan
Kepulauan Nomor 13 Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Bank
Perkreditan Rakyat Citra Mas Kabupaten Pangkejene dan Kepulauan (Lembaran
Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2004 Nomor 13),  diubah
sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

(1) Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
yang telah disetor kepada Perusahaan Daerah Perkreditan Rakyat
Citra Mas pada Tahun Anggaran 2004 dan Tahun Anggaran 2007
adalah sebesar Rp2.125.000.000.000,- (dua miliar seratus dua puluh
lima juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

a. Tahun Anggaran 2004 sebesar = Rp2.000.000.000,-
b. Tahun Anggaran 2007 sebesar = Rp 125.000.000,-

Jumlah = Rp2.125.000.000,-



(2) Tambahan penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah Bank
Perkreditan Rakyat Citra Mas Tahun Anggaran 2015 sebesar
Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), sehingga jumlah penyertaan
modal dari Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sebesar
Rp3.125.000.000,- (tiga miliar seratus dua puluh lima juta rupiah);

(3) Jumlah modal sebesar Rp3.125.000.000,00 (tiga miliar seratus dua
puluh lima juta rupiah) merupakan penyertaan saham dari Pemerintah
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;

(4) Jumlah saham yang dimiliki Pemerintah Daerah Kabupaten
Pangkajene dan Kepulauan sebanyak 625 (enam ratus dua puluh lima)
lembar dengan nilai  Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap lembar
saham;

(5) Modal yang disertakan pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan
Rakyat Citra Mas merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Pangkajene dan Kepulauan.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
TAHUN 2015 NOMOR 8

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE
DAN KEPULAUAN PROVINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR 8 TAHUN 2015

Ditetapkan di Pangkajene
pada tanggal 1 September 2015

Diundangkan di Pangkajene
pada tanggal  28 September 2015
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BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,
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RUSLAN ABU

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,
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ANWAR RECCA


